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BAB II

AJARAN POLITIK ISLAM

A. Definisi Politik
Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan atau Latin  politicos  atau  politocus  yang  berarti  relating  to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota.
 Dalam bahasa Arab politik menggunakan term siyâsah yaitu derivasi dari kata sâsa-yasûsu- saisan wa siyâsatan dengan mengikuti wazan fiil (kata kerja) faʻala-yafʻilu-faʻlan wa maf’alan yang berati mengatur dan mengemudikan.
 Dalam kamus bahasa Arab siyâsah mempunyai arti proses perbaikan makhluk dengan menunjukkan mereka kejalan yang menyelamatkan baik saat ini maupun yang akan datang. Sebuah konsentrasi hukum dan menagement pemerintahan baik intern maupun ekstern.

Secara terminologi kata siyâsah didefinisikan sebagai sebuah proses perbaikan makhluk dengan menunjukkan mereka ke jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhîrah, yang mencakup para nabi secara khusus dan raja serta pucuk pemerintahan baik secara dzâhir dan bâthin (formal dan non formal). Menurut definisi ini para ulama maupun tokoh dan pendakwah juga masuk dalam kategori ini, namun hanya secara bâthin.  Dan lebih khusus lagi adalah proses pencegahan dan pembelajaran walaupun dalam prosesi pembelajaran pembunuhan. Definisi ini adalah definisi umum yang di benarkan oleh Ibnu ‘Abidin dalam kitab Rad al-Mukhtar.
 Dari definisi ini, politik dibagi menjadi dua yaitu politik yang zhâlim yang dilarang syarîʻah, dan politik yang adil yang membela kebenaran dan mencegah penganiayaan dan penindasan serta menolak perusakan dan melaksanakan tujuan syarîʻah.

Menurut Miriam Budiarjo politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik dari pada yang dihadapinya.
 Dalam arti luas politik diartikan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warganya untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang tentram, harmonis dan berkeadilan. Dari pengertian ini politik dalam satu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan public (public policy), wewenang (authority), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution). Cara-cara yang dipakai bisa berupa persuasi (meyakinkan) ataupun paksaan (coercion), karena tanpa itu kebijakan hanya berhenti sebagai rumusan keinginan yang tak sampai (statement of intent). Politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (conflict resolution) atau kesepakatan bersama (consensus). 

Menurut Ramlan Subakti seperti yang dikutip oleh Tobroni dalam Islam Pluralisme Budaya dan Politik menjelaskan lima kerangka konseptual dalam memahami politik. Pertama, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama (general will). Kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (institution law). Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat (power in society). Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum (uatoritative allocation of value and common policy). Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (conflict or keeping point).

Dalam studi politik menyimpulkan bahwa pengertian politik dari konsep kedua dan ketiga adalah yang dominan. Sementara itu, negara sebagai unsur yang paling dominan dalam proses politik. Negara sebagai organisasi unggul (par excelence), karena mempunyai keunikan struktur anggota, ruang lingkup, fungsi dan alat yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, kekuasaan sebagai pokok dan unsur paling utama dalam politik untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat dan negara hanya sebagai kulit luarnya saja.

Sebagai istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul politeia yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul politiea. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.

Adapun politik  Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia  sesuai dengan syara’. Pengertian siyâsah  lainya oleh Ibnu ‘Aqil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kerusakan, sekalipun Rasullah SAW tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukanya.

Uraian Al-Quran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukm. Kata ini pada mulanya berarti  menghalangi  atau  melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk  kata hikmah yang  pada  mulanya  berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal  makna kata sâsa-yasûsu-saisan wa siyâsatan, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.
Hukm dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata hukum dalam bahasa  Indonesia  yang  oleh  kamus  dinyatakan antara  lain  berarti  putusan. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa  mengandung berbagai makna, bukan  hanya  bisa  digunakan  dalam  arti pelaku hukum  atau diperlakukan atasnya  hukum,  tetapi  juga  ia  dapat  berarti perbuatan  dan  sifat.  Sebagai  perbuatan kata hukm berarti membuat atau  menjalankan  putusan, dan sebagai  sifat  yang menunjuk  kepada  sesuatu  yang diputuskan. Kata tersebut jika dipahami sebagai membuat atau  menjalankan keputusan, maka tentu pembuatan dan upaya menjalankan itu,  baru  dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya  berlaku  hukum tersebut, ini menghasilkan upaya politik.

Kata  siyâsah sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata hikmah. Di sisi lain terdapat persamaan makna antara  pengertian  kata hikmah dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmah sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat.

Menurut  Kiai Basra (Badan Silaturrahmi Ulama Madura) Politik adalah upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (mashâlih al-khalq), yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kerusakan (amar maʻrûf nahi munkar). Dari sini politik dipahami sebagai alat perjuangan (al-wasîlah) untuk memelihara ajaran Islam, bukan sebatas sebagai tujuan utama dan akhir (al-maqâsid al-hadaf). Makna politik bagi mereka merupakan dakwah agama, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk mengajak manusia berbuat baik dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karenyanya, mereka menyatakan bahwa berpolitik hukumnya wajib secara keagamaan dan merupakan bagian beribadah kepada Allah SWT.

Penulis sependapat dengan definisi ini, politik berdasarkan yang di sampaikan oleh para ulama yang mengatakan bahwa politik adalah dakwah atau usaha atau proses dan pelaksanaan kebijakan bersama untuk menggapai kehidupan yang lebih sejahtera baik dunia maupun akhirat, jasmani dan rohani, baik dilakukan oleh lembaga formal maupun non formal, oleh institusi pemerintahan maupun perilaku perseorangan yang menjadi pemimpin suatu kelompok tertentu. Selanjutnya penulis akan memakai pengertian ini dalam melaksanakan analisa ayat dalam bab berikutnya.
B. Definisi Ajaran Islam
Islam adalah agama langit (samawî) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusannya (the massegger) yaitu nabi Muhammad SAW. Ajarannya terdapat dalam kitab suci al-Qur’an dan al-Sunnah dalam bentuk perintah, larangan, petunjuk untuk perbaikan kehidupan baik di dunia maupun akhirat.
 Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia sebagai agama yang sempurna.
Kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islâmun, yang mengikuti wazan fiʻil (bentuk kata kerja) afʻala, yufʻilu ifʻâlun, atau dari kata salima, yaslamu, salâman yang mengikuti wazan fiil faʻila, yafʻalu, faʻlan.
 Kata Islam sendiri mempunyai beberapa arti yaitu (1) melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, (2) kedamaian dan keamanan, (3) ketaatan dan kepatuhan. Dalam al-Qur’an kata Islam disebut delapan kali yaitu dalam surat Ali ‘Imrân ayat 19 dan 85, surat al-Mâ`idah ayat 03, surat al-Anʻâm ayat 125, surat al-Zumar ayat 22, surat al-Shaf ayat 07, surat al-Hujurât ayat 17, dan surat al-Taubah ayat 19.

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada para Rasul, sejak nabi Adâm  AS hingga yang terakhir nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup yang menjamin akan mendatangkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Definisi ini diambil dari surat al-Syûrâ ayat 13:

(((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((   

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama
 dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

Dari ayat ini diperoleh penegasan tentang kesatuan risalah (ajaran) yang dibawa oleh para rasul Allah SWT. Kedatangan para rasul adalah untuk melaksanakan tugas untuk menyampaikan ajaran agama yang bersumber dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, agama Islam yang didakwahkan nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir dari agama yang diwahyukan kepada para rasulnya (agama samawî). Islam adalah agama yang telah disempurnakan-Nya dan dinyatakan sebagai nikmat paling sempurna dan yang diridloi-Nya untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia sepanjang masa hingga kehancuran dunia dan isinya.
 Dalam surat al-Mâ`idah ayat 03 disebutkan: 
(((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( 

”pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu”.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 disebutkan dengan rinci keseluruhan dari pokok ajaran Islam yang disampaikan kepada segenap utusan Allah SWT.
(((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((    

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Sebagai agama yang sempurna dan diperuntukkan bagi seluruh umat, dimanapun, kapanpun sampai hari qiyamat kelak, Islam memiliki ciri-ciri khusus. Adapun ciri ajaran Islam meliputi:

1. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah SWT melalui wahyu al-Qur’an dan sunnah. (QS. 39: 2, 32: 2)
2. Ajarannya sederhana, rasional, praktis dan tanpa mitologi. (QS. 39: 9, 6: 98, 2: 269, 13: 3)

3. Mencakup keseluruhan sendi dan aspek kehidupan (komprehenshif) dan keseimbangan antara kehidupan individu dan sosial. (QS. 6: 38, 53: 39, 51: 19)

4. Bersifat universal dan kemanusiaan. (QS. 1: 2, 7:158, 21: 107)

5. Sesuai dengan fitrah manusia. (QS. 30: 30)

6. Menempatkan akal secara proporsional, tidak menuhankan juga tidak menghinakan. (QS. 7: 179, 31: 20)

7. Menjadi rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam. (QS. 21: 107, 2: 208)

8. Berorientasi akhirat tanpa meninggalkan dunia. (QS. 28: 77)

9. Menjanjikan surga bagi yang beriman bagi yang mengingkarinya. (QS. 96: 6-8)
Islam memberikan pedoman hidup kepada umat manusia secara keseluruhan meliputi aspek jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, personal dan sosial mayarakat. Islam memberikan pedoman hidup dalam bidang ʻaqîdah (ketuhanan), ʻibâdah (upacara persembahan), akhlak (etika), muʻâmalah (interaksi sosial), 
 siyâsah (politik), sîrah wa al-hadhârah (sejarah dan budaya), tajdîd wa al-fikr (pembaharuan dan pemikiran).

C. Tinjauan Umum Pokok Ajaran Islam
Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW dengan bertiangkan Îmân, Islâm dan Ihsân, yang memiliki kelebihan dari agama-agama yang terdahulu dan diluar Islam. Keutamaan Islam dari agama lainnya adalah kesempurnaan al-qur’an yang tuntunannya sebagai kitab petunjuk (huda) kehidupan. Karena dalam pernyataan terbuka Allah SWT mendeklarasikan bahwa kelak yang diridhoi oleh-Nya hanyalah Islam semata.
 

Kebenaran Islam bukan hanya terbatas pada doktrinal, lebih jauh,  ajaran agama ini bisa menembus segala dimensi, baik horizontal (dimensi hamba) maupun vertikal (dimensi Tuhan). Demikian halnya yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khatâb ketika nabi SAW berdialog dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah malaikat Jibrîl AS.

حَدَّثَنِى أَبِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَان؟ِ. قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِحْسَانِ؟. قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ؟. قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِى الْبُنْيَانِ. قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِى، يَا عُمَرُ أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ؟. قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.
“(ʻAbdullah bin ʻUmar bin Khatâb berkata) ayahku ʻUmar bin Khatâb bercerita padaku beliau berkata: “Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah SAW suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah SAW) seraya berkata: “Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islâm?”, maka bersabdalah Rasulullah SAW, “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah (tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu“, kemudian dia berkata, “anda benar“. Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, “Beritahukan aku tentang Îmân?“ Lalu beliau bersabda, “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk“, kemudian dia berkata, “anda benar“. Kemudian dia berkata lagi, “Beritahukan aku tentang Ihsân?“. Lalu beliau bersabda, “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau”. Kemudian dia berkata, “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda, “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya “. Dia berkata, “Beritahukan aku tentang tanda-tandanya“, beliau bersabda, “Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya“, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah SAW) bertanya padaku, “wahai ʻUmar tahukah engkau siapa yang bertanya?”. aku berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui“. Beliau bersabda, “Dia adalah Jibrîl yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian“. (HR. Abû dawûd dan Muslim).

Dari hadist ini ada tiga pokok ajaran Islam yang asasi untuk menjadi syarat dalam menjalankan keagamaan secara penuh dan totaliter, yaitu Îmân, Islâm dan Ihsân. Islam dalam artian umum adalah penyembahan hamba kepada Allah SWT dengan menggunakan syariat para utusannya mulai dari Adâm AS hingga nabi Muhammad SAW. Adapun Islâm dalam artian khusus adalah upaya pensembahan hamba-secara lahir batin baik ucapan ataupun perbuatan-kepada Allah dengan menggunakan syari`ah nabi Muhammad SAW, karena seluruh syari`ah rasul sebelumnya telah di ganti (nasakh) oleh syari`ahnya. 
Adapun yang dimaksud dengan Îmân adalah aktualisasi dari Islâm dalam bentuk perbuatan badan yang kongkrit (al-Jawârih) dan juga hati (al-Qalb). Sedangkan Ihsân adalah sebuah aktifitas ibadah hamba yang dalam hatinya senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah SWT segala gerakannya.

Disisi lain, Islâm memberikan pengaturan berbagai aspek kehidupan pada manusia yang meliputi:
1. Hubungan manusia dengan Allah (hablu min Allah).
Sesuai firman dalam surat al-Dzâriyât ayat 56 yang berbunyi:

((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((   

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.

2. Hubungan Manusia dengan Manusia (hablu min al-nâs).
Dijelaskan dalam surat al-Maʻidah ayat 2 yang berbunyi :

(((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((  

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

3. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya/lingkungan.
Dimandatkan dengan firman-Nya dalam Surat Hûd ayat 61 yang berbunyi :

(((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((   

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.

Ajaran Islam yang di dakwahkan oleh nabi Muhammad SAW ini memiliki prinsip yang kuat. Diatas ketiga pokok inilah ʻaqîdah dan syarîʻah Islam dibangun.
 ʻAqîdah menuntun pemeluknya untuk mengesakan Allah SWT, agar selamat dari sesembahan syirik. Sedangkan syarîʻah memberikan panduan lengkap terkait tekhnis beragama agar selamat dan sampai pada tujuan akhir ibadah. 
D. Tugas Manusia Sebagai Wakil Tuhan Dimuka Bumi
Dalam surat al-Baqarah ayat 30 dengan jelas diceritakan kronologi dan indikator awal mula diciptakannya manusia untuk menjadi penghuni planet bumi. Diawali dengan diskusi hebat antara Allah SWT dan Malaikat dan di akhiri dengan pengusiran Iblis dari surga.
 Penciptaan manusia dan penempatannya di bumi ini, sengaja dilakukan Allah SWT untuk menjadi mandataris-Nya dalam mengatur dan menjaga ekosistem kehidupan bumi, memang sudah direncanakan Allah SWT sejak awal. Proses diskusi dengan Malaikat itu bukan dalam rangka untuk meminta pertimbangan dan saran jajak pendapat, akan tetapi lebih kepada upaya Allah SWT untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya dihadapan penghuni surga.
(((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((( ((((((( (((((((( ((( (( (((((((((((  

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalîfah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalîfah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
(((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( 

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalîfah-khalîfah di muka bumi”.

Kata khalîfah berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Kata Khalîfah berasal dari fi’il mâdhi khalafa yakhlufu khalfan yang berarti mengganti
 dan melanjutkan, yaitu proses penggantian antara satu individu dengan individu yang lain.
 Sedangkan yang dimaksud dengan khalîfah fî al-ardh (wakil di muka bumi) adalah mewakili Allah SWT dalam mengurus bumi, sesuai kehendak dan rencana-Nya.

Allah SWT menciptakan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yakni dijadikan sebagai khalîfah atau pengatur (penguasa) bumi. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah agar memakmurkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjukNya. Petunjuk yang dimaksud adalah al-Qur’an yang di wahyukan kepada nabi Muhammad SAW (Islam).

Oleh itu. seseorang khalîfah tidak berhak untuk memiliki kehendaknya sendiri tetapi mesti memenuhi niat pihak berkuasa yang mendelegasikannya. Sekiranya khalîfah menganggapnya mempunyai kuasa mutlak, atau digunakannya sesuai dengan kehendak sendiri, atau jika dia mengakui pihak lain sebagai kuasa dan menyerahkan kemauannya kepada pihak itu akan dianggap ketidakjujuran dan pengkhianatan. 

Ketika memerankan fungsinya sebagai khalîfah Allah SWT di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi (al-‘imârah). Kedua, memelihara bumi dari perusakan (al-riʻâyah).
 Surat al-Baqarah ayat 60
((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((   
“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.

Memakmurkan bumi dengan artian manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah SWT. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya untuk kemakmuran umat manusia. Maka sepatutnya hasil eksplorasi itu untuk kebaikan kehidupan. Dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga keseimbangan kekayaan agar tidak punah, sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi.
Melihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara ‘aqîdah dan akhlak manusianya sebagai penggerak (aktivator). Memelihara dari kebiasaan jâhiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena syirik, akhlak yang buruk dan sumber daya manusia yang rendah, akan sangat berpotensi merusak alam (zalim).
Pendelegasian manusia sebagai khalîfah karena pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin, oleh karenanya manusia dijadikan khalîfah di bumi. Dalam konteks mengemban amanat pengaturan bumi ini, karena kemampuan manusia untuk berfikir, menagkap, dan mempergunakan simbol-simbol komunikasi (al-asma` kullahâ) dalam cerita penciptaan Adam  AS.
 QS. Al-Ahzâb ayat 72
((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((   

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.
E. Politik Dan Hubungannya Dengan Hukum Tuhan
Dalam diskursur ilmu politik, Secara folisofis setidaknya ada tiga madzhab politik yang bekembang dalam sejarah Islam. Madzhab pertama adalah kelompok idealis yang dipelopori oleh Abul Ala` Al-Maududî dan Muḫammad Rasyîd Ridho dan mayoritas Ikhwanul Muslimin yang berpendapat, bahwa Islam itu seperti super market (everithing) yang serba ada dan komplit. Menurut madzhab ini, untuk membangun sistem politik yang Islamî haruslah murni dari dalam Islam sendiri, umat Islam tidak boleh melihat keluar.

Madzhab politik kedua adalah realis-pragmatis, beranggapan Islam seperti agama lain yang menyatakan, bahwa masalah ritual keagamaan tergantung sepenuhnya kepada Allah, sedangkan yang menyangkut tentang sistem politik sepenuhnya tergantung kemauan rakyat. Madzhab ini banyak dianut di negeri muslim (meski terpaksa). Penganut madzhab ini antara lain ʻAli Abdurroziq dan Thaha Husain (mantan menteri pendidikan Mesir). ʻAli Abdurroziq sendiri berpendapat bahwa kerasulan nabi Muhammada SAW hanya sebatas sebagai pemimpin ritual agama dan tidak sebagai pemimpin negara.

Adapun madzhab ketiga adalah integralis yang mengatakan bahwa agama Islam tidak mengajarkan sistem politik tertentu namun dalam Islam juga tidak kering dengan tata nilai etika sebagai motivasi dan pedoman untuk menbangun dan mengembangkan sistem politik. Penganutnya adalah Husain Haikal, Fazlurrahman dan para neo modernisme.

Dalam historis Islam, al-Qur’an dan al-Hadits tidak menjelaskan secara tegas sistem dan tata pemerintahan yang hendak dijalankan oleh umat Islam bagi terselenggaranya sebuah pemerintahan. Yang ada adalah prinsip dan spirit keadilan, kesetaraan, musyawarah, amanah dan sebagainya.   Pada prinsipnya Islam membenarkan sistem kekuasaan (pemerintahan) yang bagaimanapun bentuknya selama menjunjung tinggi musyawarah, keadilan dan persatuan.

Selanjutnya,  penulis memandang bahwa agama (tauhid)  dan keadilan adalah dua sisi yang tak terpisahkan dan saling bertautan (integral). Al-Qur’an (agama Islam) tidak hanya mengatur ritus keagamaan akan tetapi menyangkut hukum perdata, perkawinan pidana dan muʻâmalah lainnya.
 Keadilan bersumber dari tauhid, dan tauhid yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun min al Allah) menuntut diwujudkannya keadilan dalam hubungan antar sesama manusia (hablun min al-nâs). Hal ini atas dasar bahwa sesungguhnya al-Qur’an adalah sebuah konstitusi universal untuk sepanjang zaman dan semua tempat.
 Allah mengutus Rasul-Nya adalah untuk mengajarkan moral (uswah hasanah) kepada manusia dan menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat.
 
Al-Ghazalî seperti yang dikutip oleh Zainal ʻAbidin Ahmad menjelaskan bahwa antara agama dan politik (negara) adalah saudara kembar, agama (akhirat) tanpa politik (dunia) tidak sempurna, agama adalah asas, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada asasnya pasti akan roboh, dan sesuatu tanpa penjaganya menjadi sia-sia. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa hukum Tuhan adalah kedaulatan tertinggi yang harus ditaati dan menjadi sumber hukum dalam negara, bukan raja yang berdaulat, bukan pula rakyat. Menurutnya hukum yang berlaku dalam masyarakat ada tiga macam yaitu; pertama hukum Tuhan yangbterdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits, kedua hukum moral baik yang bersumber dari Tuhan, negara maupun adat, ketiga hukum negara yang ditetapkan oleh lembaga perundang-undangan.

Pendapat senada disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa negara dan agama adalah sebauah kesatuan yang tak terpisahkan, dimana negara berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan syariʻah (hukum Allah). Pemerintah (wulât al-umûr) berkewajiban menegakkan hukum agama sebagai konstitusi negara terhadap siapapun. Allah sebagai pemilik kekuasaan absolut menghendaki manusia sebagai khalîfah di bumi untuk menjalankan syariatnya.
 Pendelegasian tugas ini untuk menegakkan keadilan berdasarkan aturan hukum yang disampaikan kepada para nabiNya. Dalam surat al-Anʻam ayat 165 dijelaskan;
(((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((   

“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Surat al-Nisâ` 58 dijelaskan;
(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((   

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Dalam surat al-Ma`idah ayat 48 disebutkan;
((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((   

“dan Kami telah turunkan kepAdâm u al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”. 

Jadi politik disini menjadi sarana untuk melaksanakan hukum Allah SWT yang tertera dalam kitab suci al-Qur’an dan dijelaskan dalam al-Hadits. Tujuan dari regulasi agama ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang seimbang (adil) antara kemaslahatan manusia di dunia dan akhiratnya, keteraturan kebutuhan materi dan spiritual. Karena pada dasarnya politik Islam berorientasi pada dua aspek tersebut.

Dalam gerakan revolusi Islam di Iran, Imam khomeini secara praktis menciptakan konsep wilâyah al-faqîh yang menjadi garda (guardian) terhadap hukum Islam. Dengan pemikiran itu, maka Imam Khomeini menentang sekularisme yang memisahkan agama dari negara atau politik. Baginya, ulama atau ahli hukum (fuqahâ`) memiliki dharma (kewajiban) untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan yang intinya adalah sebuah misi yang dijalankan oleh negara dan pemerintahan yang adil. 

Ayatullah Khomeini berpegang pada konsep kedaulatan Tuhan dan memandang al-Qur’an sebagai konstitusi Islam, dan karena itu ia berpendapat bahwa negara tidak perlu menyusun undang-undang dasar. Baginya rakyat itu sudah punya undang-undang dasar, yaitu al-Qur’an yang didukung oleh al-Sunnah. Tapi ini bukan berarti parlemen tidak diperlukan. Konsep Wilayah al-Faqih juga mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan Tuhan. Dia-lah yang menciptakan hukum bagi manusia, bukan manusia menciptakan hukum untuk dirinya sendiri. Kerenanya para faqîh adalah figur yang dianggap paling siap memerintah masyarakat yang konstitusional dengan al-Qur’an dan al-Hadist sebagai konstitusinya

Dari sini pertalian antara politik dengan hukum Tuhan (agama) dalam pandangan trasitional religio political system adalah sebuah paduan yang tak mungkin dipisahkan antara komunitas politik dan komunitas keagamaan (religius community).
 Islam tidak semata sebagai agama, namun juga sebuah institusi politik yang merangkum urusan-urusan ruhani dan perbuatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Islam adalah peradaban yang lengkap yang membangun etika dalam sistem dan teori-teori perundang-undangan negara dan agama secara lengkap.

Risalah al-Qur’an adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia, termasuk dalam kapasitasnya sebagai makhluk yang berpolitik. Agama tidak perlu dan tidak boleh dipisahkan dari politik, dan politik harus disinari dan diilhami oleh nilai-nilai etis dan moral yang bersumber dari agama, bukan sekedar legitimasi kekuasaan. Dalam sejarah, Rasulullah SAW sendiri adalah sebagai sosok nabi, meniti karir dalam politik di Makkah terlebih dalam membangun masyarakat Madinah

F. Kewajiban Berpolitik Dalam Rangka Menjalankan Hukum Tuhan
Kegiatan politik yang didasari atas kesadaran dan keikhlasan menjalankan perintah al-Qur’an untuk memperjuangkan kebenaran dan menghindarkan kerusakan, membentuk keharmonisan kehidupan adalah sebuah kewajiban.  Kewajiban ini di dibebankan kepada umat Muhammad SAW yang memiliki kecakapan dan kemampuan, dalam rangka untuk mendapatkan predikat umat terbaik (khaira ummah).
 Dalam surat Ali Imrân ayat 110 Allah SWT berfirman:
((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( 

“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.
Tanggung jawab amar maʻrûf nahi munkar
 merupakan tugas utama bagi setiap pribadi muslim. Tugas ini berlaku sepanjang masa, selama raga menyatu dengan ruhnya, tanpa dibatasi waktu dan tempat, situasi dan kondisi, maupun profesi. Siapapun yang mengikrarkan keislamannya maka dipundaknya diembankan kewajiban ini, dengan syarat ia mampu merubahnya. Pada operasionalnya tugas ini bias dilaksanakan secara personal dan lebih utama dan menyasar bila melalui sebuah institusi (kolektif). Tanpa ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang berkuasa ataupun yang jelata. 
Dalam surat Ali Imrân ayat 103-104 dijelaskan;
((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((   ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( 
“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Visi yang terkandung dalam surat Ali Imrân ayat 103-104 adalah terbentuknya suatu kesatuan umat yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat untuk bersatu dan terorganisir yang terhindar dari perpecahan. Dalam konteks barat, ayat ini dipahami sebagai spirit untuk regulasi sebuah negara (state). Selain itu adanya hukum yang disepakati sebagai pegangan bersama. Tanpa adanya hukum yang disepakati, keberlangsungan hidup bersama akan terancam.
Gambaran masyarakat yang demikian dalam diskursus kekinian disebut dengan istilah civil society (khaira ummah) atau masyarakat madani, yaitu masyarakat yang hidup bersama dengan berpegang teguh pada hukum dan norma-norma keutamaan.
 Dari sini akan menghantarkan kepada tegaknya kebenaran dan mencegah terjadinya kerusakan dalam tatanan masyarakat (amar maʻrûf nahi munkar). Karena perilaku masyarakat yang terbina senantiasa sadar dan patuh pada hukum yang disepakati bersama (insân kamîl).

Islam disebut juga sebagai agama yang rahmatan li al-‘Alamîn karena ajaran Islam senantiasa selalu mendengungkan kebenaran, keadilan, persamaan hak dan kemaslahatan umat.
 Karena itu juga Islam senantiasa mendorong pemeluknya untuk aktif dalam melaksanakan amar maʻrûf nahi munkar. Dalam surat al-Nahl ayat 125 dijelaskan dalam menjalani proses politik ini hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana.

(((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( 

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.
Dalam sebuah hadits nabi menjelaskan betapa pentingnya proses amar maʻrûf nahi munkar ini walaupun dalam keadaan tidak berdaya kewajiban ini tetap disematkan kepada pribadi muslim.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ 
“saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaanya), bila tidak mampu maka dengan lidahnya (member peringatan atau nasehat), dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya (ingkar) dan ini adalah peling lemahnya iman.

Kewajiban untuk melaksanakan amar maʻrûf nahi munkar ini diambil dari kedua ayat al-Quran tersebut keduanya menggunakan sighat (bentuk kalimat) amar (perintah).  Dinama konsekwensi hukumnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.
 Kewajiban ini dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang benar-benar berpegang teguh dan senantiasa memelihara ketertiban dunia dari kerusakan seperti yang diamanahkan dalam mandat khalîfah. Tatanan masyarakat yang ideal menurut al-Qur’an adalah masyarakat yang menjalankan ajaran agama dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Surat al-Nisâ` ayat 58 dan 59 disebutkan;
(((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((   ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((   

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kewajiban amar maʻrûf nahi munkar disampaikan dalam makna yang transparan melalui al-Qur’an dan al-Hadits, yang ditekankan adalah komitmen untuk malaksanakannya. Perintah itu beragam jenisnya yaitu menyeru kepada individu, pelaksanaan undang-undang dan segala bentuk tanggung jawab sosial (pemerintah). Tanggungjawab syariʻah ini dibebankan kepada setiap individu sebagai personal dalam masyarakat, serta tanggung jawab legalitas etis pemerintahan (ahlu hisbah) yang tidak bisa ditunda. Dari sini hubungan interaksi politik ditetapkan sebagai mandat syariʻah yang korelasinya dengan tugas dan tanggungjawab sosial agama.

G. Sejarah Perjalanan Sistem Pemerintahan Dalam Islam
Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk perdebatan besar yang bersumber dari masalah religi politik tentang imâmah dan khalîfah. Madinah adalah tempat yang dipilih nabi Muhammad SAW untuk menetap setelah terusir dari kampung halamannya, dimana pada tahun pertama terdapat perselisihan mengenai siapa yang pantas mengendalikan kekuatan politik.
Dalam toeri maupun praktik nabi SAW menempati posisi sebagai pemimpin umat, sumber hukum tauhid dan pemimpin pemerintahan yang pertama dalam Islam. Kerangka konstitusional pemerintahan baru ini berlandaskan konsensus Madinah (Piagam Madinah/al-Dustûr al-Madînah) terdiri dari 47 pasal.
 Fenomena Piagam Madinah yang dijadikan pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama. Konstitusi ini menjadi legalitas pemerintahan Madinah yang dikendalikan atas dasar kesepakatan bersama antara penduduk Madinah dan umat Islam. Dalam Perjanjian itu menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, tentang keselamatan harta-benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Umat Islam disatukan dalam satu ikatan persaudaraan idiologis, dan antara muslim dan non muslim diikat dalam satu kesepakatan untuk saling membantu dan menghormati dalam interaksi sosial bernegara (nasionalis). Seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu (pasal 1), yang secara politis dan fisik berbeda dengan kelompok lain (pasal 1 dan 39). Tidak dijelaskan siapa pemimpin konfederasi ini, namun disepakati bahwa Allah SWT dan nabi Muhammad SAW adalah hakim terkhir perkara mereka dan sumber segenap kekuatan dan kekuasaan (pasal 23,36, 42).

Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasihati. Dan kelima, menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.

Sejak hijrah ke Madinah tahun 622 M sampai wafatnya 6 juni 632 M, nabi Muhammad SAW telah mampu menjadi pemimpin umat yang belajar secara otodidak tentang prinsip-prinsip politik dan pemerintahan. Sepanjang kepemimpinannya Islam mencapai puncak kejayaan, dan masyarakat Madinah berhasil mencapai keharmonisan sosial.

Kehidupan masyarakat Madinah diatur langsung di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, bukan saja antar sesama umat Islam, namun juga dalam hubungannya dengan umat non-Islam. Tatanan masyarakat yang dibangun Rasulullah SAW, adalah modal penting yang melandasi perkembangan Islam selanjutnya. Masyarakat Madinah dibangun di atas asas keteladanan, persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, tolong menolong serta keadilan dan ketundukan terhadap konstitusi.

Setelah Rasulullah SAW wafat, dinamika pemerintahan umat Islam mulai berubah, terlebih sebelum wafat, Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat kepada siapa kepemimpinan umat ini akan diserahkan. Ini menjadi permasalahan tersendiri dalam tubuh Sahabat, dan menjadi perdebatan panjang para sarjana muslim mengenai syarat-syarat pemimpin umat Islam. Namun setelah diadakan musyawarah, terpilihlah Abû Bakar menggantikan Rasulullah SAW (khalîfah) sebagai pemimpin umat Islam.

Selanjutnya, pengangkatan ʻUmar bin Khattab menjadi khalîfah melalui penunjukan langsung oleh Abû Bakar, pengangkatan ʻUtsman bin ʻAffan melalui pemilihan dan pengangkatan ʻAli bin Abî Thâlib yang kontroversial dan memunculkan kecemburuan terutama keluarga Umayyah yang pada akhirnya meletus perang Shiffîn dan berdirilah pemerintahan dinasti Umayyah. Selama masa pergolakan inilah sejarah Islam memberikan rekaman kelahiran berbagai ragam faksi politik yang membentuk spektrum pemikiran politik Islam selanjutnya.
 
Meski berbeda cara pengangkatan mereka, pada hakikatnya semua Khulafâ` al-Rasyidûn (pengganti Rasulullah SAW yang cerdas) itu dipilih atas dasar musyawarah. Kepemimpinan umat Islam selanjutnya mengalami kualitas yang pasang surut. Setelah berakhirnya masa Khulafâ` al-Rasyidûn, pemerintahan umat Islam mengalami perubahan yang drastis di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Pergolakan politik dalam tubuh umat Islam semakin kompleks lagi.  Sampai akhirnya, ditandatanganinya Konferensi Lausanne oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1341 H di masa kepemimpinan Abdul Majid II atas Daulah Utsmaniyah, yang terjebak dalam pusaran kekalahan perang dunia I, dan menghapuskan sistem kekhalîfahan dalam dunia Islam telah merubah wajah perpolitikan dunia Islam secara total.

Ketika itu Inggris mengajukan syarat agar diakuinya kemerdekaan Turki setelah kekalahan Daulah Utsmaniyah dari Sekutu dalam Perang Dunia I. Syarat itu meliputi empat pokok: 1) Dihapuskannya Khilâfah Utsmaniyah; 2) Penyitaan kekayaan khalîfah; 3) Diusirnya khalîfah serta pengikut-pengikut setia khalîfah dan Islam dari Turki; 4) Pembentukan konstitusi sipil (sekulerisasi) untuk menggantikan konstitusi Turki yang sebelumnya berlandaskan Islam.
 Sejak itulah pola pemerintahan dengan sistem khilâfah dalam umat Islam berakhir.
 Sistem pemerintahan umat Islam pasca Daulah Utsmaniyah mengalami metamorfosis lagi. Umat Islam terpencar menjadi negara-negara yang saling berdiri sendiri bahkan kadang saling bersitegang dan saling serang. 

Dari sini sejarah perjalanan sistem pemerintahan dalam tubuh umat Islam setidaknya terdapat empat model pemerintahan: 1) Pemerintahan Rasulullah SAW; 2) Pemerintahan Khulafâ` al-Rasyidûn; 3) Pemerintahan daulah-daulah Islamiyah; 4) Pemerintahan dalam bentuk negara-negara.

Dalam perjalanannya yang panjang itu, Islam pernah merasakan masa kemajuan yang gemilang (golden years), dan ada juga masa kemundurannya (darkness). Bahkan di dalam satu sistem pemerintahan yang sama pun, umat Islam mengalami pasang surut kualitas kehidupan sosial politiknya, artinya sebuah sistem pemerintahan bukan menjadi penentu kemajuan. Dari sini sistem pemerintahan tidak memberikan jaminan terpenuhinya kesejahteraan dan dijunjungya keadilan. Meski tidak dipungkiri dari berbagai pengalaman sistem politik dan pemerintahan yang telah ada umat Islam telah mencetak sejarah baru dunia.
� M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Bandung, Mizan, Cet. XIX, 2007, h. 416


� Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir…, h. 677


� Maʻluf Luwis, al-Munjid Fî al-Lughah wa al-Aʻlâm, Bairut, Dar al-Masyriq, Cet. XXXX, 2003, h. 362


� Dalam kitab Rad al-Mukhtar, karya Muhammad Amîn bin ‘Umar Ibnu ‘Abidîn, 15/32, Maktabah Syâmilah Ibnu ‘Abidin mendefiniskan politik sebagai berikut;


السِّيَاسَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالزِّنَا بَلْ تَجُوزُ فِي كُلِّ جِنَايَةٍ ، وَالرَّأْيُ فِيهَا إلَى الْإِمَامِ عَلَى مَا فِي الْكَافِي ، كَقَتْلِ مُبْتَدِعٍ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ انْتِشَارُ بِدْعَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ كَمَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَهِيَ مَصْدَرُ سَاسَ الْوَالِي الرَّعِيَّةَ : أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ ، فَالسِّيَاسَةُ اسْتِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِإِرْشَادِهِمْ إلَى الطَّرِيقِ الْمُنْجِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَهِيَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ ، وَمِنْ السَّلَاطِينِ وَالْمُلُوكِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ فِي ظَاهِرِهِ لَا غَيْرُ ، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْخَاصَّةِ فِي بَاطِنِهِمْ لَا غَيْرُ كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهَا ،اه.


� Nurul Huda, Sang Penakluk: Kumpulan Ibarat Untuk Menjawab Tantangan Zaman, CV Perkasa Kediri, tt, h. 204 seperti yang terdapat dalam kitab Majmûʻah Sabʻah Kutub Mufîdah, Surabaya, al-Hidayah, h. 70-71. Lihat juga dalam kitab Tarsyih al-Mustafidîn, Dar al-Fikr, Suriah, h. 38. Abû al-Hasan ‘Ala`uddîn ‘Alî bin Khalîl al-Tharâbalisî, Muʻîn al-Hukkâm fîma yataraddada al-Khashmaini min al-Ahkâm,2/333, Maktabah Syâmilah 


� Plato dan aristoteles menyebutnya dengan en dam ania atau the good life.


� Definisi ini merujuk pada pengertian yang dijelaskan oleh Peter Merkl dalam bukunya Continuity and Change, New York, harper and Row, 1967, h. 13. Dalam buku ini Peter menyebut politics at its best is a noble ques for a good order and justice (politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan). Selengkapnya lihat Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Utama, Edisi Revisi, Cet. IV, 2009, h. 13-22


� Tobroni, Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik: Refleksi Teologi Untuk Aksi Dalam Keberagamaan dan Pendidikan, Yogyakarta, SIPRES, Cet. I, 1994, h. 38. Lebih lengkap kaji Ramlan Subakti,  Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Grasindo, Cet. VII, 2010, h. 2-11. Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik…., h. 13-22. Bandingkan dengan F. Isjwar, Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Bina Cipta, Cet. VIII, 1982, h. 25-51 


� Tobroni, Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik…., h. 38


� Abdul Munir Salim, Fiqh Siyâsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 35


� A. Djazuli, Fiqih Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syarîʻah, Jakarta, Prenada Media Grup, 2007, h. 28-27


� M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Bandung, Mizan, Cet. XIX, 2007, h. 416-417


� Ali Maschan Moesa, Kiai Dan Politik Dalam Wacana Civil Society, Surabaya, LEPKISS, Cet. I, 1999, h. 114-180 


� Suplemen Ensiklopedi Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol 2, Cet. XI, 2003, h. 246


� Muhammad Ma’sûm bin Ali, al-Amtsilah al-Tashrifiyah, Salim Nabhan, Surabaya, t.t, h. 6 dan 18. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir…, h. 654-656. Lihat juga Ma’luf luwis, al-Munjid Fi al-Lugoh Wa al-Aʻlam…, h.347


� Suplemen Ensiklopedi Islam...., h. 246. lihat juga Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam, Yogyakarya, Cakrawala, Cet. I, 2009, h. 192-193


� Yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah SWT, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya


� Yanuar Ilyas, Cakrawala Al-Qur’an, Yogyakarta, Itqan Publishing, Cet III, 2011, h. 42


� Ayat ini turun pada waktu nabi Muhammad SAW usai melaksanakan haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun 10 H (631 M), karena setelah melaksanakan haji ini beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 H yang bertepatan dengan tanggal 08 Juni tahun 632 M. Lihat Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 33


� Yanuar Ilyas, Cakrawala Al-Qur’an...., h. 43. Suplemen Ensiklopedi Islam...., h. 246-247


� Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan Dalam Islam, Yogyakarta, UII Press, Edisi II, 2000, h. 1-3. Lihat juga Yanuar Ilyas, Cakrawala Al-Qur’an...., h. 43-44. Keterangan serupa terdapat dalam Hadi Mutamam, Hikmah Dalam al-Qur’an, Yogyakarta, Madani Pustaka Hikmah, Cet. I, 2001, h. 4-6, 17-84


� Suplemen Ensiklopedi Islam...., h. 253-259


� Klaim ini didasari atas firman Allah SWT dalam surat Ali Imrân ayat 19, 85 dan al-Maʻidah ayat 3.


� Abû al-Husain Muslim bin al Hajâj bin Muslim al-Qusyairî al-Naisabûrî, Shahîh Muslim, dalam bab Imân, Islâm dan Ihsân, Maktabah Syâmilah. Lihat juga Sulaimân bin al-Asʻab Abû Dawûd al-Sajastanî al-Azdî, Sunan Abî Dawûd, dalam bab Qodar, Maktabah Syâmilah. Tilik Musthofa Muhammad ‘Amarah, Jawâhir al-Bukhârî  wa Syarh al-Qasthalanî, Bairut, Dar al-Kutub al-Islâmî, tt, h. 36-38


� Sulaimân bin Muhammad al-Luhaimidî, Sarh al-Ushûl al-Tsalatsah lil Imâm Muhammad bin Abd al-Wahâb, Juz. I, h. 40, Maktabah Syâmilah. Lihat juga Abd al-Rahman bin Abû Bakar Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Hasyiyah al_suyûthî wa al-Sanadi ‘ala Sunan al-Nasa`i, Juz. 6, h. 404, Maktabah Syâmilah. Bandingkan dengan Moh. Saifullah al-Azîz, Fikih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Lengkap Dengan Berbagai Permasalahannya, Surabaya, Terbit Terang, Edisi Revisi, tt, h. 13-36. Lihat juga  Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam...., h. 177, 187-188, 192-193


� Sabda nabi Muhammad SAW “mengajarkan agama kalian” memberikan pemahaman bahwa yang disampaikan oleh malaikat Jibrîl AS secara terang dan jelas disaksikan oleh para Sahabat nabi adalah suatu yang menjadi pokok dari agama Islam yang sedang didakwakan nabi Muhammad SAW. Disebut pokok karena dalam hal ini para Sahabat diberi kesempatan untuk melihat, merasakan dan mengetahui prosesi transformasi wahyu Allah SWT yang dibawa malaikat Jibrîl AS. Keterlibatan para Sahabat ini seperti halnya kejadian mi’raj nabi Muhammad sewaktu menerima perintah shalat langsung dari Allah SWT yang menjadi tiang agama (syiʻar al-Islâm). Meskipun antara Nabi Muhammad SAW dan Sahabat ataupun malaikat Jibril dan Allah SWT dalam hal ini tidak sepadan, namun ada kemiripan dan kesamaan pola transformasi. 


� Sebenarnya awal penunjukan manusia sebagai wakil Tuhan dibumi ini sudah kontroversial, dan ternyata Allah SWT telah memberikan suntikan pengetahuan kepada nabi Adam AS. Yaitu, ketika menjalani masa uji kelayakan (fit and proper test) nepotisme antara Allah SWT dan Adam AS, ini karena sejak awal Allah SWT ingin memberikan ruang diskusi dengan ciptaannya QS. Al-Baqarah 30-34. Lihat juga surat Hûd 61 dan bandingkan dengan surat al-Dzâriyât 56


� QS. Fâtir 39. Lihat juga redaksi senada dalam surat yunûs 14, al-Naml 62, al-Zukhruf 60, dan Maryam 59.


� Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir…, h. 361


� Abû al-Fida’ Ismaʻîl bin Umar bin Katsîr al-Dimisyqî, tafsir Ibnu Katsîr, Juz. 1, h.216 Maktabah Syâmilah


� Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam…., h. 212


� Ahmad Sayid Ahmad Ibrahim, Haqâiq al-Islâm fi Muwajahah Hamalat al-Musyakkikîn, h. 437. Lihat juga ʻAli bin Hasan ʻAli al-Qarnî,  Maktabah Syâmilah


� Disisi lain sesungguhnya manusia lebih banyak yang membangkang dibanding yang benar-benar berbuat shaleh sehingga manusia akan cenderung untuk berbuat kerusakan di bumi. Periksa dalam surat al-Isra` 4.


(((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((   


“Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali (dengan membunuh Nabi Syu'ya AS dan memenjarakan Armia dan yang kedua membunuh Nabi Zakaria AS dan bermaksud untuk membunuh Nabi Isa AS akibat dari perbuatan itu, Yerusalem dihancurkan) dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar".


� Tugas manusia di bumi ini di pahami sebagai wakil Tuhan untuk mengatur ekosistem bumi agar senantiasa sesuai dengan hukum Allah SWT yang seimbang dan kehidupan terus berjalan. Selain itu manusia diberi wewenang untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memakmurkan bumi karena manusia ketika diciptakan dibekali kreatifitas untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga potensi ini menjadikan modal sebagai penguasa bumi. Lihat M. Yudhie R. Haryono, Bahasa Politik al-Qur’an; mencurigai makna tersembunyi di Balik Teks, Bekasi, PT Gugus Press, Cet. I, 2002, h. 51-54


� Said ʻAqil Husain al-Munawar, al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Ciputat, PT Ciputat Press, Cet. IV, 2005, h. 196


� Muhammad Azhar, Fiqh Peradaban, ITTAQA PRESS, Yogyakarta, Cet. I, 2001, h. 79-83
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